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Abstrak
 

Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 membuat sertifikat fidusia menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial

lagi dan melemahkan sertifikat fidusia. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 119 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan

bahwa jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam

rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai jaminan

fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 juga memberikan kesempatan bagi

debitur untuk melakukan pembelaan dan menunda eksekusi atas sertifikat fidusia. Kekuatan eksekutorial

sertifikat fidusia yang melalui jalur pengadilan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil

penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu penerapan Asas Kemanfaatan dalam Putusan MK

18/PUU/XVII/2019 memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur sehingga menimbulkan

tantangan dan konsekuensi bagi perusahaan pembiayaan. Mereka harus menyesuaikan strategi dan proses

bisnis mereka dengan persyaratan baru yang diatur oleh Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, yang mungkin

mempengaruhi efisiensi dan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus wanprestasi debitur. Saran

dari penelitian ini adalah kekuatan eksekutorial fidusia harus tetap dipertahankan, dengan memiliki kekuatan

eksekutorial yang masih berlaku, perusahaan pembiayaan dapat lebih mudah melakukan reposisi aset yang

dijaminkan dalam situasi di mana nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini memungkinkan

perusahaan pembiayaan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, tanpa

harus melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal. Penting bagi perusahaan pembiayaan untuk tetap

mematuhi ketentuan hukum dan melaksanakan proses reposisi dengan itikad baik.

......Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 renders fiduciary certificates no longer having

enforceable power and weakens fiduciary certificates. This is inconsistent with Article 119 of the Republic

of Indonesia Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector,

which states that fiduciary guarantees received by Financing Service Providers as guarantees for meeting

consumer obligations, as referred to in the law on fiduciary guarantees, have enforceable power.

Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 also provides an opportunity for debtors to defend

themselves and delay the execution of fiduciary certificates. The enforceable power of fiduciary certificates

through the judicial process can also create legal uncertainty. The research method used is normative

juridical with descriptive analytical research specifications. From the results of this research, it is concluded

that the application of the Principle of Benefits in Constitutional Court Decision 18/PUU/XVII/2019
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provides stronger protection for debtors, thus posing challenges and consequences for financing companies.

They must adjust their strategies and business processes to the new requirements set by Constitutional Court

Decision 18/PUU-XVII/2019, which may affect their efficiency and ability to handle debtor default cases.

The suggestion from this research is that the enforceable power of fiduciary should be maintained, with its

enforceable power still applicable. Financing companies can better reflect the guaranteed asset in situations

where customers fail to fulfill their obligations. This allows financing companies to take faster and more

efficient resolution steps without involving lengthy and costly legal proceedings. It is important for

financing companies to maintain legal certainty and implement restructuring processes with good faith.


